
  

BUPATI BOALEMO 

PROVINSI GORONTALO 
  

PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 215 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 24 TAHUN 

2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

SERTA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOALEMO, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mekanisme dan ketentuan Peraturan 

Perundangan terbaru, terhadap penyesuaian Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Efektifitas 

Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi 

Bangunan, maka perlu merubah peraturan Kepala Daerah 

tentang Pelaksanaan, Pemanfaatan, Pembagian, Penggunaan 

Biaya Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Peraturan Bupati 

Boalemo tentang Peraturan Bupati Boalemo Nomor 24 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta 

Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953), 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569): 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor “75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor3851), 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3899), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 2 mei 

Provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesi 
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10. 

Ld, 

12, 

13. 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbe 

ndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6289), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
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14. 

15, 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2. 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 

Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772), 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian 

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 36), 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5950), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6233), 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendorong 

Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6622), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik | 
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Menetapkan 

22. 

23. 

24. 

25, 

26. 

37, 

25. 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan Pendapatan lain-lain, 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2), 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 24 TAHUN 2014 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN 

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH SERTA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA 

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. 
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Pasal 1 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 24 Tahun 2014 

tentang petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pembagian 

dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

(Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 248) diubah 

sebagai berikut : 

Ketentuan pasal 3 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

a. Pejabat dan pegawai OPD pelaksana pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah sesuai dengan tanggungjawab masing- 

masing sebesar 60 Yo (Enam puluh persen) 

b. Bupati Boalemo sebesar 20 Yo (Dua puluh persen) 

Wakil Bupati sebesar 13 Yo (Tiga belas persen) 

d. Sekretaris Daerah sebesar 7 Yo (Tujuh persen) 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo. 

Ditetapkan di Tilamuta 

pada tanggal, 20 April 2021 

ban BUPATI BOALEMO, | 

Jawas JUSUF 

   SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM 

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 2 5)


